ABSTRAK

Skripsi, dengan judul “Implementasi Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pendaftaran
Keanggotaan Kelompok Tani (Studi Kasus di Desa Durenan, Kecamatan
Durenan, Kabupaten Trenggalek)” ini disusun oleh Nimas Ayu Ningtyas
dengan NIM. 1860103222170, Pembimbing Bapak Fahmi Arif, S.H., M.H.

Kata Kunci: Implementasi, Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020, Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani dalam Pendaftaran Keanggotaan Kelompok Tani

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya Implementasi Pasal
58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
dalam Pendaftaran Keanggotaan Kelompok Tani di Desa Durenan, Kecamatan Durenan,
Kabupaten Trenggalek. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dari pihak
terkait, pendataan petani yang belum sepenuhnya maksimal, serta masih adanya petani
yang belum tergabung dalam kelompok tani. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan
perlindungan dan pemberdayaan petani belum berjalan secara efektif, sehingga perlu dikaji
lebih lanjut.

Rumusan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1)
Bagaimana Implementasi Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pendaftaran Keanggotaan Kelompok Tani?
2) Bagaimana Tinjauan Siyasah dalam Pemberdayaan Petani melalui Kelompok Tani?

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif
(yuridis empiris) dan jenis pendekatannya deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Sedangkan analisis data yang digunakan tahapan pengumpulan data, pengolahan data,
penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini
adalah 1) Penelitian ini membahas Implementasi Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pendaftaran
Keanggotaan Kelompok Tani di Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten
Trenggalek. Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang dilakukan meliputi pendataan petani,
pendaftaran anggota kelompok tani, verifikasi data oleh pengurus kelompok tani, serta
pengaitan data keanggotaan dengan program pemerintah seperti bantuan pertanian dan
pupuk bersubsidi. Kegiatan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memastikan petani
memiliki legalitas keanggotaan dan memperoleh akses terhadap perlindungan serta
pemberdayaan dari pemerintah daerah. Namun, Implementasi ketentuan tersebut belum
berjalan optimal karena masih terdapat beberapa hambatan, antara lain kurangnya
sosialisasi kepada petani, pendataan yang belum maksimal, serta masih adanya petani yang
belum tergabung dalam kelompok tani. Akibatnya, tujuan Pasal 58 untuk memperkuat
kelembagaan petani dan memberikan akses yang merata terhadap program pemerintah
belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih
lebih menonjol pada aspek administratif, sementara fungsi perlindungan dan pemberdayaan
belum dirasakan secara maksimal oleh seluruh petani. 2) Tinjauan siyasah terhadap
pemberdayaan petani melalui kelompok tani dan penyaluran pupuk bersubsidi sejalan
dengan prinsip maslahah karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan
memudahkan akses terhadap program pemerintah. Hal ini juga selaras dengan QS. Al-
Hasyr ayat 7, yang mengajarkan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang
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kaya, tetapi juga memberi manfaat yang lebih merata bagi masyarakat. Namun, hasil
penelitian menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum tercapai secara optimal karena masih
ada petani yang belum terdaftar sebagai anggota kelompok tani. Kondisi ini membuat
sebagian petani belum memperoleh akses penuh terhadap bantuan dan program
pemerintah, sehingga kemaslahatan yang diharapkan belum dirasakan secara menyeluruh.
Karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif, pendataan yang lebih tertib, serta
koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pengurus
kelompok tani agar prinsip maslahah benar-benar terwujud dalam praktik. Selain itu,
pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses pendaftaran tidak menyulitkan petani,
sehingga seluruh petani dapat terlibat secara adil dalam program pemberdayaan yang
disediakan.

XXiv



ABSTRACT

This thesis, entitled “Implementation of Article 58 of Regional Regulation Number 7 of
2020 on the Protection and Empowerment of Farmers’ in the Registration
of Farmers’ Group Membership (A Case Study in Durenan Village, Durenan
Subdistrict, Trenggalek Regency)” was written by Nimas Ayu Ningtyas,
Student ID Number. 1860103222170, under the supervision of Mr. Fahmi
Arif, S.H., M.H.

Keywords: Implementation, Article 58 of Regional Regulation Number 7 of 2020,
Protection and Empowerment of Farmers’ in the Registration of Farmers’
Group Membership

This study was motivated by the suboptimal Implementation of Article 58
of Regional Regulation No. 7 of 2020 on the Protection and Empowerment of Farmers’
regarding the registration of farmers’ group membership in Durenan Village, Durenan
Subdistrict, Trenggalek Regency. This situation is influenced by a lack of outreach from
relevant parties, data collection on farmers’ that has not been fully optimized, and the fact
that some farmers’ have not yet joined a farmers’ group. This situation indicates that efforts
to protect and empower farmers’ have not been effective, and therefore require further
review.

The research question’s used in this study are: 1) How is Article 58 of
Regional Regulation Number 7 of 2020 on the Protection and Empowerment of Farmers’
implemented in the registration of farmer group membership? 2) What is the policy
perspective on farmer empowerment through farmers’ groups?

The research method employed by the researcher is a qualitative (empirical-
juridical) approach, specifically a descriptive qualitative approach. The data collection
techniques used in this study include interview, observation, and documentation. The data
analysis process consists of data collection, data processing, data presentation, and
verification or drawing of conclusions. The findings of this study are as follows: 1) This
study examines the Implementation of Article 58 of Regional Regulation No. 7 of 2020 on
the Protection and Empowerment of Farmers’ in the Registration of Farmers’ Group
Membership in Durenan Village, Durenan Subdistrict, Trenggalek Regency. In practice, the
activities carried out include collecting farmer data, registering farmers’ group members,
verifying data by farmers’ group administrators, and linking membership data to
government programs such as agricultural assistance and subsidized fertilizer. The program
is essentially aimed at ensuring that farmers’ have legally recognized membership and gain
access to protection and empowerment from the local government. However, the
Implementation of these provisions has not yet been optimal because there are still several
obstacles, including a lack of outreach to farmers’, incomplete data collection, and the fact
that some farmers’ have not yet joined farmers’ groups. As a result, the objectives of Article
58 to strengthen farmers’ institutions and provide equitable access to government programs
have not yet been fully achieved. This situation indicates that policy implementation
continues to focus primarily on administrative aspects, while the protective and
empowerment functions have not yet been fully realized by all farmers’. 2) A policy
analysis of farmer empowerment through farmers’ groups and the distribution of subsidized
fertilizer aligns with the principle of maslahah, as it aims to improve farmers’ well-being
and facilitate access to government programs. This is also consistent with Quranic Surah
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Al-Hasyr, verse 7, which teaches that wealth should not circulate solely among the wealthy
but should also provide more equitable benefits to society. However, research findings
indicate that this objective has not yet been fully achieved, as there are still farmers’ who
have not registered as members of farmers’ groups. This situation means that some farmers’
have not yet gained full access to government assistance and programs, so the intended
benefits have not been felt by everyone. Therefore, more intensive outreach, more
systematic data collection, and better coordination among local governments, village
governments, and farmers’ group leaders are needed to ensure that the principle of
maslahah is truly realized in practice. In addition, the government must also ensure that the
registration process does not create obstacles for farmers’, so that all farmers’ can
participate equitably in the empowerment programs provided.
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